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P U T U S A N 

Nomor 4124/Pdt.G/2019/PA.Dpk 

 بسِْمِ اِلله الرَّ حْمَنِ الرَّ حِيْمِ 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara 

perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah 

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara: 

 

sebagai  Penggugat; 

Melawan 

sebagai  Tergugat; 

 

Pengadilan Agama tersebut; 

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini; 

Setelah mendengar keterangan Penggugat  di persidangan; 

Telah memeriksa alat bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa  Penggugat dalam surat  gugatannya tertanggal 

20November 2019yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Depok dengan Nomor 4124/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 

20November 2019 telah mengajukan  gugatan perceraian terhadap Tergugat 

dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1.  Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya 

dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1996, di Kecamatan ALAMAT, 

sesuaiKutipan Akta Nikah nomor: 1130/123/X/96 tanggal 25 Oktober 96 

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT; 

2.  Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terakhir 

tinggal di ALAMAT; 

3.  Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup                           

rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya 
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suami   istri (ba’da dukhul) dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 

2 (Dua) anak yang bernama: 

3.1.  NAMA ANAK, perempuan, lahir di Jakarta, 21 Agustus 1998; 

3.2. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, 3 Februari 2001; 

4.  Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan  

harmonis, tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat telah 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara 

lain disebabkan oleh karena: 

4. 1. Bahwasannya, Tergugat kurang bertanggung jawab prihal 

mengurus rumah tangga. Penggugatlah yang selalu memenuhi 

kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anak sampai 

sekarang; 

4. 2. Bahwasannya, Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan baik, 

cenderung kurang perduli akan perhatian terhadap Penggugat dan 

anak-anak sehingga membuat tidak nyaman berada di dekat 

Tergugat. Dan Penggugat merasa Tergugat sudah tidak cocok 

untuk menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan anak-anak; 

4. 3. Bahwasannya, dengan sikap Tergugat yang selalu ingin 

berhubungan suami istri Penggugat pun sudah tidak ada rasa 

dalam melakukan hubungan suami istri dan sudah tidak 

mempunyai rasa cinta sehingga Penggugat menilai sudah tidak 

bisa disatukan kembali rumah tangga antara Penggugat dan 

Tergugat; 

5.  Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat 

terjadi sejak Desember 2018 yang disebabkan oleh berbagai hal yang 

telah disebutkan di atas (pada poin 4) hingga akibatnya antara 

Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Dan sudah tidak 

berhubungan layaknya suami istri; 

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun 

upaya tersebut tidak membuahkan hasil; 
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7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat  dibina dengan baik lagi, 

sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak 

tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak 

mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta 

tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian; 

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini; 

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat 

kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili 

perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap 

Penggugat (NAMA.); 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum. 

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya; 

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan 

untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di 

persidangan; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian 

dengan cara memberikan nasihat dan pandangan kepada Penggugat dan 

Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun 

tidak berhasil;  

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mengupayakan 

perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh mediator non hakim yang 

bernama H.Asril Nasution, SH.,M.Hum dan berdasarkan laporan mediator 

tersebut tertanggal 3 Desember 2019, mediasi telah dilaksanakan, namun 

tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan 

membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 20November 2019, dengan 

Nomor 4124/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tanggal 20November 2019 yang maksud 
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dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan 

maupun penambahan; 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 

tidak mengajukan jawaban dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir lagi di 

persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah 

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di 

persidangan sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukanlah disebabkan oleh 

halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah 

mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama 

Penggugat dan Tergugat Nomor 1130/123/X/96 tanggal 25 Oktober 96 yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT tanggal 25 Oktober 

1996 yang telah bermeterai cukup, dinazagelend dan setelah diteliti dan 

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua 

Majelis diberi kode P; 

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga 

menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:   

1. NAMA SAKSI,  umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat 

kediaman di ALAMAT. Saksi adalah adik kandung Penggugat dan telah 

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai 

berikut: 

• Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

• Bahwassetahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; 

• Bahwa, Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena 

masalah dalam mendidik anak dan Tergugat kurang dalam 

memberikan nafkah; 

• Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 bulan lalu; 

• Bahwa, Pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 

tetapi tidak berhasil; 
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• Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau meneruskan rumah 

tangga dengan Tergugat. 

2. NAMA SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat 

kediaman di ALAMAT. Saksi adalah Adikipar Penggugat dan telah 

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai 

berikut: 

• Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

• Bahwassetahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

harmonis, saksi pernahmelihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; 

• Bahwa, Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena 

masalah dalam mendidik anak dan kurang perhatian kepada anak; 

• Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 bulan lalu; 

• Bahwa, Pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 

tetapi tidak berhasil; 

• Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau meneruskan rumah 

tangga dengan Tergugat; 

 

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat 

menyampaikan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, 

dan mohon putusan, sedangkan oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak 

dapat didengar kesimpulannya; 

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan 

ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-

ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan 

dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 

sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka 

perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) 

antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan 

Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan 

Agama; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat 

berdomisili di wilayah hukum Kota Depok, yang merupakan wilayah hukum 

Pengadilan Agama Depok, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian 

diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, 

sehingga Pengadilan Agama Depok berwenang secara relatif memeriksa 

dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut 

dinyatakan diterima; 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan 

Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (in persoon) menghadap di 

persidangan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo, 

Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar 

kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak 

berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, sebagaimana telah diubah dnegan Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim juga telah 
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mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh mediator 

yang bernama H.Asril Nasution, SH.,M.Hum namun berdasarkan laporan 

mediator tanggal 3 Desember 2019, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi 

tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa 

rumah tangganya sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan karena 

sejak tahun 2005sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu 

Penggugat menuntut cerai dari Tergugat; 

Menimbang, bahwa pada tahapan selanjutnya, Tergugat tidak pernah 

hadir lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi 

dan patut, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai 

dasar pertimbangan pendapat  pengarang Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, 

halaman 45 yang artinya berbunyi sebagai berikut : Barang siapa yang 

dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut  tidak 

memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka 

gugurlah haknya; 

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan 

gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara 

Penggugat dengan Tergugat ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan 

Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 1130/123/X/96 yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok 

tanggal 25 Oktober 1996yang telah dinazagelend serta bermeterai cukup 

dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan 

formil sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian sempurna (volledig) 

dan mengikat (bindende) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa 

antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan 

belum pernah bercerai sehingga keduanya adalah pihak yang 

berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan oleh 

karenanya Penggugat memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan 

perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;  
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Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat mengenai adanya 

perselisihan dan pertengkaran, namun oleh karena perkara ini adalah 

perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, 

maka sesuai ketentuan peraturan perundangan Majelis Hakim tetap 

membebankan pembuktian kepada Penggugat; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan 

dua orang saksi yang masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA 

SAKSI, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang 

saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat 

dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang 

anak dan saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis 

dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, 

akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat 

telah berpisah tempat kediaman bersama sekitar lebih kurang 1 bulan; 

Menimbang, bahwa para saksi dalam persidangan menyatakan pula 

bahwa tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;   

Menimbang, bahwa kesemua saksi telah memberikan keterangan 

dibawah sumpahnya dan ternyata bersumber dari pengetahuan mereka 

sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian, sehingga keterangan para 

saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah 

kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan; 

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya 

berpisah tempat tinggal, mutatis mutandis berpisah ranjang bahkan menurut 

keterangan Penggugat telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2018 

(scheiding van tafel en bed) sebagai salah satu bukti nyata dari akibat 

perselisihan Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang 

dikuatkan dengan bukti P serta 2 orang saksi di persidangan, maka Majelis 

Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut: 
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1. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah dalam 

mendidik anak; 

2. Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 

lebih kurang 1 bulan; 

3. Bahwa, Penggugat bersikeras tidak mau meneruskan rumah tangganya 

dengan Tergugat; 

4. Bahwa, telah diupayakan damai, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka 

Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan 

tempat tinggal sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri 

telah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling 

melindungi dan terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

tersebut, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk 

menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi 

Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat oleh 

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan 

Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika dipertahankan justru akan 

membawa kemudharatan bagi Pengggugat; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menengahkan Firman 

Allah SWT dalam Surat Ar-Rum : 21 yang artinya sebagai berikut: Artinya 

dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-

isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. 
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kaum yang berfikir. 

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya 

dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, 

karena tidak terlaksananya secara baik hak dan kewajiban sebagai suami 

isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :   

 لا ضرر ولا ضرر  

Artinya; “Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu 

mudharat.” 

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang 

oleh Majelis hakim diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam 

memutus perkara ini yang artinya sebagai berikut: “Jika berbenturan antara 

dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya 

dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”;  

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sudah masuk dalam kategori mudharat, oleh karena itu rumah 

tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan dan sudah 

sepatutnya diakhiri dengan perceraian; 

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula 

yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi 

perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah 

pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat 

dikabulkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung 

Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996yang abstraksi huku mnya 

menyatakan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa 

penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, 

tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu 

masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”; 
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Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang 

didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk 

mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang 

seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya 

akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan 

salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat pakar Hukum lslam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath 

athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam 

memutus perkara ini yang artinya sebagai berikut: "lslam memilih lembaga 

talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak 

harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan 

suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan 

berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang 

berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang 

bertentangan dengan semangat keadilan: 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas, maka alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan tidak melawan 

hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal19 huruf (f ) Peraturan 

Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 Jo Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, 

dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan 

antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka 

perceraian ini adalah jatuh talak satu ba’in sughra; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, 

maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya  perkara  dibebankan  kepada  

Penggugat; 

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara 

ini;  

MENGADILI 

1. Mengabulkan gugatanPenggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (NAMA) terhadap 

Penggugat (NAMA); 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp. 396.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari 

Selasa tanggal 31 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 

Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. 

sebagai Ketua Majelis, H.M. Arief, SH, M.Hdan Dra. Tuti Gantini masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu 

juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan 

didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Totih Rodiatul 

Amanah, SH sebagaiPanitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugatdan diluar 

hadirnya Tergugat; 

 

Hakim Anggota      Ketua Majelis, 

 

 

 

H.M. Arief, SH, M.HAway Awaludin, S.Ag., M.Hum. 

 

Hakim Anggota, 

 

 

Dra. Tuti Gantini 
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Panitera Pengganti 

 

 

 

Totih Rodiatul Amanah, SH 

Perincian biaya: 

1. Pendaftaran   Rp.    30.000,00 

2. Biaya Proses     Rp.    50.000,00 

3. Panggilan   Rp.  280.000,00 

4 PNBP   Rp.    20.000,00 

4. Redaksi   Rp.    10.000,00 

5. Materai Rp.       6.000,00 

Jumlah    Rp. 396.000.00 
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